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ABSTRAK

Penelitian tentang pembiayaan qard dan upaya
pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren studi
kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro
Al-Muttagien Pancasila Sakti (LKMS BWM Alpansa) Klaten
bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pembiayaan
gard dan upayanya dalam memberdayakan masyarakat di
lingkungan pondok pesantren serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada
pembiayaan gard.

LKMS BWM Alpansa dipilih menjadi tempat
penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga
tersebut menjadi salah satu pilot project dari progam
pemberdayaan masyarakat yang didirikan atas izin Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Lembaga Amil
Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNas BSM)
Umat, sehingga peneliti dalam hal ini dimungkinkan
mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan
permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Lembaga ini
berfungsi mengurangi ketimpangan dengan menyediakan
pembiayaan mikro bagi masyarakat miskin produktif di
sekitar pondok pesantren yang belum memiliki akses pada
lembaga keuangan formal dengan berbasis kelompok, imbal
hasil 3% pertahun, serta tanpa mempersyaratkan agunan bagi
nasabahnya. Permasalahan dalam penelitian ini menekankan
pada kurang tepatnya LKMS BWM Alpansa dalam pemilihan
akad penyaluran pembiayaan yang hanya terfokuskan pada
akad gard

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan
yang bersifat kualitatif deskriptif analitis. Adapun pendekatan
yang digunakan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada 11
narasumber, dengan rincian 1 orang dari pihak Yayasan
Pondok Pesantren, 3 orang dari kepengurusan LKMS BWM
Alpansa, dan sisanya 7 orang berasal dari nasabah yang



tergabung dalam Kumpulan Usaha Masyarakat Pesantren
Indonesia (Kumpi). Data-data yang telah terhimpun
kemudian dianalisis menggunakan teori pembiayaan gard
dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini  menunjukkan bahwa
perguliran pembiayaan berakad qard di LKMS BWM
Alpansa belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan
pemberdayaan masyarakat, sebab dana yang disalurkan ke
nasabah bersifat terbatas. Adapun dari total dana modal kerja
Rp. 4.000.000.000,00.- yang bersumber dari hibah para
donatur, baru seperempat bagian saja atau senilai
Rp. 500.000.000,00.- yang dapat aktif difungsikan sebagali
pembiayaan bergulir, sedangkan sisa dana
Rp. 3. 500.000.000,00.- lainnya masih dalam status
didepositokan di Bank Syariah setempat yang imbal hasilnya
dialokasikan untuk menutup biaya operasional di LKMS
BWM Alpansa tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya
bahwa dari pihak LKMS BWM Alpansa sendiri dapat
menggunakan akad-akad lain yang sifatnya lebih berbentuk
komersil agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat
dijangkau dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat
luas.

Kata kunci : Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bank Wakaf
Mikro, < Pembiayaan |, Qard, ;  Pemberdayaan
Masyarakat.
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MOTTO

s sl ae (8
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

QS Al-Insyirah:5

Jadilah manusia di mata Allah sebaik-baik manusia, dan
jadilah orang di mata diri sendiri sebagai sejelek-jeleknya
manusia, dan jadilah orang diantara manusia sebagai orang

yang biasa.
(Ali bin Abi Thalib)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu topik permasalahan
di setiap negara, terutama negara-negara yang sedang
berkembang seperti Indonesia. Terhitung pada bulan Maret
2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,144
juta orang (9,41 %).* Mengacu pada hasil sensus, 87,1 % dari
jumlah penduduk Indonesia diantarannya adalah penduduk
beragama Islam.? Oleh karena itu, tidak heran apabila
penanggulangan kemiskinan pada umat Islam menjadi salah
satu prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan
nasional.

Masalah kemiskinan banyak bersumber dari sulitnya
masyarakat .mendapatkan ; -modal; . yang:  cukup untuk
pembiayaan usaha. Terlebih di era dewasa Ini, tingginya

krisis kepercayaan-dari pihak yang.memiliki kelebihan dana

! BPS, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-
2019,” https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-
penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html, akses 17 Agustus
2019.

2 Akhsan Na’im dan Hendry Syaputra, Kewarganegaraan, Suku
Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia : Hasil
Sensus Penduduk 2010 (Jakarta : Badan Pusat statistik, 2011), him. 44.

1


https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html

akan kekhawatiran dana yang tersalurkan digunakan tidak
sebagaimana mestinya. Kegelisahan tersebut juga dirasakan
oleh masyarakat di daerah Klaten, Jawa Tengah. Terhitung
pada tahun 2018 ada 151,7 ribu jiwa® yang masih terdata
dalam masalah kemiskinan ini.

Upaya penyelesaian masalah banyak dilakukan
terutama yang menuju ke arah pengentasan kemiskinan demi
terciptanya kesejahteraan penduduk. Dalam rangka mencari
jalan keluar, pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan
membentuk progam lembaga baru melalui Lembaga
Keuangan Mikro.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, yaitu :

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat
LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan
untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau
pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota
dan ~masyarakat, ' ‘pengelolaan "simpanan, maupun
pemberian. jasa konsultasi’ pengembangan usaha yang
tidak Semata-mata mencari keuntungan.*

Lembaga Keuangan Mikro yang berpola Syariah
(LKMS) adalah lembaga yang dilindungi oleh undang-

® BPS, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
2015 — 2018,” https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/
jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2017.html,
akses 22 Januari 2019.

* Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Syariah.


https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/%20jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2017.html
https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/%20jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2017.html

undang yang dapat memiliki potensi besar dalam mengurangi
ketimpangan dan memberikan fasilitas pemberdayaan pada
masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi
LKMS menurut Undang-undang LKM dan Peraturan OJK
dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad
syariah bagi nasabahnya.”

Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren Kementerian Agama sedikitnya tercatat
28.194 pesantren® yang tersebar di seluruh pelosok negeri
baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hadirnya
pesantren di tengah-tengah masyarakat tersebut memiliki
potensi besar tidak hanya sebagai lembaga yang fokus dalam
bidang pendidikan, melainkan juga menjadi lembaga yang
berpotensi melakukan pembinaan dan pendampingan umat.
Keterlibatan pesantren secara aktif dalam pemberdayaan
masyarakat sekitar merupakan wujud dari komitmen
pesantren-agar-dapat ;meningkatkan kesejahteraan dan mutu
masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. Dari semua hal
tersebut, kehadiran-pesantren benar-benar dapat memberikan

berkah dan dinilai sangat cocok apabila dipadukan dengan

® LAZNas BSM Umat dan Lembaga Diklat Profesi, Bahan
Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Kebijakan
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga
Keuangan Mikro Syariah (ttp.: t.p., 2017), him. 9.

® “Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia,” http://ditpdpontren.
kemenag.go.id/web/, akses 17 Agustus 2019.
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LKMS untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin
melalui pemberdayaan.

Salah satu LKMS di lingkungan pondok pesantren
adalah berlabel Bank Wakaf Mikro (BWM). Model kegiatan
inisiasi LKMS BWM vyaitu sebagai lembaga intermediasi
keuangan yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) bersama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional
Bangun Sejahtera Mitra (LAZNas BSM) Umat yang hanya
terfokus dalam kegiatan menyalurkan dana. Latar belakang
pembentukan BWM ini berawal dari komitmen pemerintah
untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan
mikro bagi masyarakat kecil yang belum memiliki ruang
pada lembaga keuangan formal,” baik disebabkan tingginya
tingkat suku bunga, terkendala jaminan, maupun syarat-
syarat administratif lainnya.

Sumber dana yang digunakan tiap LKMS BWM (3
sampai 4-miliar) murni berasal dari donasi- yang nantinya
akan disalurkan menjadi pembiayaan (nilai maksimal 3 juta)
dan selebihnya-akan dialokasikan dalam bentuk deposito di
bank umum syariah.® Peran LKMS BWM dalam memberikan

pembiayaan murah dan mudah yaitu dengan menerapkan

! Otoritas Jasa Keuangan, “Bank Wakaf Mikro”, dalam

infografis BWM.

® Kontan.co.id, “OJK-pesantren dirikan Bank Wakaf Mikro, apa
itu?”, dalam https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/ojk-
pesantren-dirikan-bank-wakaf-mikro.html akses 20 Maret 2018.



https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/ojk-pesantren-dirikan-bank-wakaf-mikro.html
https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/ojk-pesantren-dirikan-bank-wakaf-mikro.html
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imbal hasil rendah setara 3% pertahun serta tidak ada
persyaratan khusus ataupun agunan bagi masyarakat untuk
mendapatkan pembiayaan tersebut. Ciri khas dari model
kegiatan ini adalah menggunakan media kelompok sebagai
sarana dalam menghubungkan produk pembiayaan LKMS
BWM dengan masyarakat penerima manfaat dan
memfasilitasinya dengan menyediakan pelatihan serta
pendampingan selama progam pembiayaan ini berlangsung.
Dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah berdiri 54
LKMS BWM vyang tersebar diberbagai provinsi di Indonesia.
Data terakhir menunjukkan, total pembiayaan disalurkan
sebesar 31,516 miliar dengan jumlah nasabah kumulatif
mencapai 24.021 orang’ yang tergabung dalam Kelompok
Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI). Kumpi
dipilih sebagai bagian dalam pola pembiayaan LKMS BWM
dengan tujuan untuk lebih memudahkan pengorganisasian
dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam menjamin /silaturahmi terhadap sesama baik dalam
bidang ekonomi, sesialimaupun bidang-hidang lainnya.
Adapun Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank
Wakaf Mikro Al-Muttagien Pancasila Sakti yang terletak di
Klaten untuk selanjutnya peneliti singkat menjadi LKMS
BWM Alpansa ini merupakan salah satu pilot project-nya

° Otoritas Jasa Keuangan, “Perjalanan dua tahun BWM,”
http://www.instagram.com/tv/B569ZfO1XOI/?igshid=7xevfjzqnpf4, akses
10 Desember 2019.



http://www.instagram.com/tv/B56gZfOIXOI/?igshid=7xevfjzqnpf4
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yang lebih menitikberatkan dalam produk pembiayaan
berbasis gard dengan mengharuskan nasabah mengembalikan
jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati
bersama.

Berdasarkan observasi dan pemikiran seperti di atas,
peneliti tertarik ingin mengkaji lebih lanjut hal-hal terkait
pembiayaan qard LKMS BWM Alpansa dan upaya
pemberdayaan masyarakatnya di sekitar Pondok Pesantren

Alpansa Klaten.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka
masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pembiayaan gard LKMS BWM Alpansa
beserta upayanya dalam memberdayakan masyarakat
di lingkungan Pondok Pesantren?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat
pembiayaan gard di LKMS BWM- Alpansa?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian
a. Mengetahui pembiayaan gard di LKMS BWM
Alpansa beserta upayanya dalam progam
pemberdayaan masyarakat di lingkungan
Pondok Pesantren Alpansa Klaten.
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b. Mengetahui faktor pendukung dan
penghambat pembiayaan qard di LKMS
BWM Alpansa.

2. Kegunaan penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pengetahuan terkait LKMS BWM
berdasarkan kasus yang terjadi di lingkungan
Pondok Pesantren Alpansa Klaten.

b. Bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini yaitu
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini
diharapkan dapat memberikan informasi dan
masukan ke arah yang lebih baik terkait LKMS
BWM.

D. Telaah Pustaka

Adapun topik permasalahan dalam pembiayaan qard
dan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga
Keuangan: Mikro Syariah Bank Wakaf ‘Mikro masih layak
dibahas “terutama  di kalangan _akademisi. / Berhubung
kemunculan progam ini masih terbilang sangat baru, maka
tidak heran apabila belum banyak penelitian yang
mengangkat topik tersebut.

Skripsi Dian Kartika yang berjudul “Implementasi
Pembiayaan Qardul Hasan pada BMT Syariah Makmur
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Bandar Lampung”.’® Skripsi tersebut menganalisis tentang
implementasi ~ pembiayaan  qgardul  hasan  dengan
menggunakan 5C (character, chapacity, capital, collateral
dan condition of economy). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa prosedur pemberian pinjaman gardul hkasan sudah
sesuai dengan prinsip syariah dan sejak tahun 2017 beralih
pada pembiayaan musyarakah sebab lebih menguntungkan
bagi pihak BMT maupun anggota.

Jurnal karya Alficha Roby Vabella dan kawan-kawan
tentang “Efektifitas Pembiayaan Qardul Hasan bagi
Perkembangan Usaha Mikro pada Baitul Maal Al-Amin,
Kedungkandang, Kota Malang”.'* Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembiayaan gardul hasan di Baitul
Maal Al-Amin di Kedungkandang cukup efektif dengan
pemenuhan pengukuran dari beberapa indikator dan memberi
dampak dalam  pengembangan  usaha mikro di
Kedungkandang.

Skripsi Heni Manista’la’ dengan judul =“Mekanisme
Pembiayaan ~Bank- Wakaf -Mikro . Ponpes. Futuhiyyah
Mranggen Demak Perspektif Hukum (Studi Kasus di Ponpes

'° Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan Qardul Hasan pada
BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”, Skripsi Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung (2018).

' Alficha Roby Vabella, dkk., “Efektifitas Pembiayaan Qardul
Hasan bagi Perkembangan Usaha Mikro pada Baitul Maal Al-Amin,
Kedungkandang, Kota Malang”, Islamic Economics Journal, Vol. 4, No.
2, (Desember 2018).



Futuhiyyah Mranggen Demak)”.** Hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan usaha yang
dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah
berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah ekonomi
masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren.

Skripsi  karya Winarti yang berjudul “Sistem
Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan
Mikro dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera
Jombang)”.** Skripsi tersebut menunjukkan bahwa kedua
regulasi tersebut tidak saling bersinergi dalam operasional
BWM.

Jurnal yang berjudul “Bank Wakaf Mikro dan
Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil
dan Mikro (UKM)” yang ditulis Ani Faujiah.** Jurnal ini

Y Heni Manista’la, “Mekanisme Pembiayaan Bank 'Wakaf Mikro
Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Studi Kasus di
Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak)”, Skripsi Institut Agama Islam
Negeri Salatiga (2019).

Y Winarti, “Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM)
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan
Mikro dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi
Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)”, Skripsi Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2019).

" Ani Faujiah, “Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap
Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)”, Paper
dipresentasikan dalam acara Second Proceedings Annual Conference for
Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya, 2018.
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membahas tentang peran Bank Wakaf Mikro dalam upaya
meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro
(UKM) di Indonesia yang belakangan ini menjadi program
utama pemerintah. Jurnal ini mencoba mengupas tentang
bagaimana pemasukan wakaf uang didistribusikan dan
dimanfaatkan serta bagaimana wakaf tersebut mampu
memberikan dampak baik bagi upaya meningkatkan inklusi
keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) melalui Bank
Wakaf Mikro dengan mengunakan akad Mudarabah,
Musyarakah, ljarah, Murabakah yang dapat dimanfaatkan
olen para pelaku usaha kecil sesuai dengan kemampuan
usahanya.

Jurnal yang berjudul “Wakaf Tunai sebagai Sumber
Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”
yang ditulis oleh Gustani.® Jurnal ini membahas tentang pola
pengembangan wakaf tunai pada LKMS, dimana LKMS
menghimpun wakaf tunai. kemudian menginvestikannya pada
produk.. berjangka. Dana investasi kemudian ' disalurkan
kepada masyarakat-melalui pembiayaan mikro.

Jurnal karya Gusva Havita dan kawan-kawan tentang
“Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk
Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan”.
Jurnal tersebut membahas tentang pembentukan bank wakaf

'* Gustani, “Wakaf Tunai sebagai Sumber Permodalan Lembaga
Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”, Journal of Islamic Economics
Lariba UlI, Vol. 2, (Januari 2016).
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yang dalam kegiatannya menerima, mengelola dan
menyalurkan wakaf uang dapat terkoordinasi dalam satu
lembaga. Sebab pengelolaan wakaf uang pada kenyataannya
belum dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan
kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini.*°

Jurnal “Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial
Ekonomi Indonesia” karya Fahmi Medias menjelaskan
bahwa pentingnya mobilisasi dana wakaf dari masyarakat
melalui pembentukan bank wakaf di Indonesia. Wakaf uang
sebagai salah satu sumber dana yang paling potensial belum
diberdayakan secara optimal di Indonesia. Hal ini disebabkan
olen banyaknya wakaf yang dikelola secara konsumtif
tradisional. Di lain sisi, lembaga keuangan syariah yang
dipercaya mengelola wakaf uang belum mampu
memanifestasikan manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan
sosial ekonomi masyarakat.*’

Skripsi «dari Dita: Andriana.yang berjudul “Pengaruh
Pembiayaan Lembaga. Keuangan Mikro Syariah terhadap
Perkembangan - Usaha. -Mikro -Dan Keecil (Studi Kasus
Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATH IKMI,
Ciputat, Kota Tangerang Selatan)”. Skripsi tersebut

* Gusva Havita, dkk., “Wakaf Tunai sebagai Sumber
Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”.

' Fahmi Medias, “Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial
Ekonomi Indonesia”, Indonesian Journal of Islamic literature and
Muslim Society, Vol. 2, No. 1, (January-Juni 2017).
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menganalisis pengaruh pembiayaan KIKS BMT AL-FATH
IKMI terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan untuk
mengetahui perbedaan yang signifikan atas perkembangan
usaha mikro kecil sebelum dan setelah pemberian
pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
variabel modal pembiayaan, usia, dan jumlah tenaga kerja
berpengaruh signifikan terhadap perubahan keuntungan
usaha, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata
keuntungan usaha sebelum dan sesudah melakukan
pembiayaan pada KIKS BMT AL-FATH IKMI.*

Melihat dari penelitian-penelitian di atas dapat
disimpulkan bahwa ada persamaan dan ada pula perbedaan
dengan penelitian yang peneliti susun. Penelitian dari Dian
Kartika, Alficha Roby Vabella dan kawan-kawan, serta Heni
Manista’la sama-sama membahas tentang pembiayaan gard,
akan tetapi dari segi lokasi penelitian dijumpai perbedaan.
Adapun penelitian ;dari. Ani Faujiah,. Gustani Gusva Havita
dan kawan-kawan, serta Fahmi /Medias meskipun sama-sama
membahas  tentang bank wakaf, hanya saja dalam hal ini
objek analisis penelitian peneliti lebih kurang merujuk padah

Bank Wakaf Mikro yang dikemas dengan poin yang berbeda.

8 Dita Andriana, “Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan
Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi
Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATH IKMI, Ciputat,
Kota Tangerang Selatan),” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah (2016).
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Sedangkan penelitian terkait topik Lembaga Keuangan Mikro
Syariah (LKMS) seperti skripsi dari Dita Andriana lebih

merujuk pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT), sedangkan

penelitian peneliti lebih menjurus ke Bank Wakaf Mikro

(BWM). Oleh karena itu, peneliti menganggap topik kajian

yang akan dibahas kiranya cukup berbeda dengan penelitian

sebelumnya, sehingga pembahasan tentang pembiayaan gard

dan upaya pemberdayaan masyarakat melaui LKMS BWM di

lingkungan Pondok Pesantren Alpansa layak diteliti.

E.

Kerangka Teoritik
1. Pembiayaan Qard

Qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan
dana yang diterimanya pada waktu yang telah
disepakati.'® Menurut fatwa DSN.-MUI, gard adalah
pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugtarid)
yang memerlukan. Nasabah gard wajib mengembalikan
jumlah ‘pokok yang diterima-pada waktu yang telah
disepakati bérsama. 2% Adapun.menurut Peraturan Bank
Indonesia, gard diartikan sebagai pinjam meminjam

dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e.

% Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/

2001 tentang Qard.
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mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau
cicilan dalam jangka waktu tertentu.?*

Pada dasarnya qgard merupakan pinjaman sosial
yang diberikan tanpa ada pengenaan biaya apapun,
kecuali pengembalian modal asalnya.?? Penerima
pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan,
namun boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar
lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda
terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi
pinjaman.”® Akan tetapi, hal tersebut tidak boleh
diperjanjikan sebelumnya di muka.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal —dari bahasa Inggris
empowerment. Apa yang disebut pemberdayaan untuk
konteks barat lebih merupakan pemberian kekuasaan
daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat
wajar . terbentuk, . . .mengingat . lahirnya  konsep

pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau

“ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 angka 11. Baca juga
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan
Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana
Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 3.

> Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah
(‘Yogyakarta: Ull Press, 2000) him. 42.

2 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah : Produk-Produk
dan Aspek-Aspek Hukumnya, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), him.
343. Lihat juga Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/1V/2001 tentang qard.
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pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks
Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan
merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau
meningkatkan daya.**

Winarni  mengungkapkan bahwa inti  dari
pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu
pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau
daya (empowering), dan terciptanya kemandirian.
Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan penciptaan
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling). Logika ini
didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat
yang sama sekali tanpa -memiliki daya. Setiap
masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-
kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut
masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu
daya harus- digali. dan-kemudian-dikembangkan. Jika
asumsi ini berkembang ‘'maka pemberdayaan adalah
upaya -tntuk- smembangun, daya;- dengan cara
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran
akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk

mengembangkannya. Di samping itu hendaknya

# Tri Winarni, Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa
Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa
Menyongsong Abad 21 : Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat
(Yogyakarta : Aditya Media. 1998) him. 75-76.
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pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam
perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan
sebaliknya harus mengantarkan pada  proses
kemandirian.?

Konsep pemberdayaan berterkaitan juga dengan
kemandirian (self help), partisipasi (participation),
jaringan kerja (networking), dan pemerataan (equity).?
Sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat,
yang menjadi titik tekan utama adalah bagaimana
proses itu berlangsung untuk menguatkan potensi yang
dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, sehingga berlaku
prinsip dari dan untuk masyarakat, artinya dalam proses
ini masyarakatlah yang menjadi subjek dalam setiap

prosesnya.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. "Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu

mencari sumber data secara langsung ke tempat lokasi

% bid.

% | AZNas BSM Umat dan Lembaga Diklat Profesi, Bahan
Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Pasar dan
Produk LKM Syariah, him. 235.
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penelitian di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank
Wakaf Mikro Al-Muttagien Pancasila Sakti (LKMS
BWM Alpansa) Klaten guna mendapatkan data yang
jelas terkait pembiayaan gard dan upaya pemberdayaan
masyarakat di lingkungan pesantren.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah
deskriptif analitis dengan eksploratif yang bertujuan
untuk menggambarkan suatu keadaan.?” Peneliti ingin
mengetahui  hal-hal yang berhubungan dengan
pembiayaan gard dan upaya pemberdayaan masyarakat
melalui LKMS BWM di lingkungan Pondok Pesantren
Alpansa kemudian menganalisisnya sesuai dengan
teori.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif
yuridis ryaitu; mengkaji-dengan. meninjau dari hukum
Islam, yakni dengan pandangan para ahli fikih dan
aturan perundang-undangan . terkait--dengan LKMS
BWM Alpansa.
4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 400 orang
yang tergabung dalam 20 Kelompok Usaha Masyarakat

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan
Praktik, cet. ke-11 (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), him. 245.
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Pesantren Indonesia (KUMPI). Setiap Kumpi terbagi
menjadi 4  kelompok, dan setiap kelompok
beranggotakan 5 orang.
5. Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini
berjumlah 11 orang, dengan rincian 1 orang dari pihak
Yayasan Pondok Pesantren, 3 orang dari kepengurusan
LKMS BWM Alpansa, sedangkan sisanya 7 orang
berasal dari Kumpi. Mengingat nasabah LKMS BWM
Alpansa tergabung dalam kelompok, maka teknik
sampling yang digunakan adalah random sampling
(probability sampling) dengan jenis cluster random
sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan
bilamana populasi tidak terdiri dari inividu-individu,
melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu
atau cluster.?
6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua
jenis yaitu:

a. Data primer berupa hasil observasi,

wawancara langsung ke responden, dan

dokumentasi.

% 3. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan : Komponen
MKDK, cet. ke-8 (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), him. 127.
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b. Data sekunder berupa peraturan-peraturan

yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti, seperti :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pesantren.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor
1 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pengembangan Harta
Benda WakafBergerak :Berupa Uang.
Peraturan - Pemerintah ‘Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun
2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau
Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas



9)
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Cakupan Wilayah Usaha Lembaga
Keuangan Mikro.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah  Nomor  10/PER/
M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan
Koperasi.

10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha
dan Kelembagaan Lembaga Keuangan
Mikro.

11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
13/POJK.05/2014 tentang
Penyelenggaraan Usaha Lembaga
KeuanganMikro.

12) Peraturan. Otoritas Jasa Keuangan Nomor

14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 29/SEOQJK.05/2015 tentang
Laporan Keuangan Lembaga Keuangan
Mikro.
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14) Nota Progam LAZNAS Yayasan BSM
Umat  Nomor  16/0861-02/LAZNAS
BSMU tanggal 18 Agustus 2017 tentang
Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar
Pesantren Melalui Lembaga Keuangan
Mikro Syariah (LKMS).

15) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor
19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard.
16) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor
79/DSN-MUI/I/2011  tentang  Qard

dengan Menggunakan Dana Nasabah.

17) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) Nomor 59 tentang Akuntasi
Perbankan Syariah.

18) Peraturan ~ Bank  Indonesia ~ Nomor
7/46/PBI1/2005 tentang Akad
Penghimpunan dan: Penyaluran Dana Bagi
Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah.

19) Peraturan  Bank Indonesia  Nomor
9/19/PB1/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah Dalam Kegiatan Penghimpun
Dana dan Penyaluran Dana Serta

Pelayanan Jasa Bank Syariah.
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Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat secara
langsung, sengaja dan terencana tentang
pembiayaan gard dan upaya pemberdayaan
masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren
Alpansa.

b. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data untuk
mencari data dengan cara mengadakan wawancara
langsung terhadap pihak yang bersangkutan.
Dalam hal ini peneliti akan mewancarai pihak-
pihak yang terkait dengan LKMS BWM Alpansa
Klaten, seperti : pengurus dan penerima manfaat
progam dari LKMS BWM, serta pengasuh dari
yayasan pondok pesantren;itu;sendiri:

Teknik “wawancara yang digunakan adalah
wawancara tidak. terstrukturyang hasil akhirnya
akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam
menganalisis implementasi pembiayaan gard dan
upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan
Pondok Pesantren Alpansa.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh

data-data dari penelitian di lapangan. Dokumentasi

dapat berupa dokumen-dokumen maupun catatan-

catatan terkait pembiayaan qgard dan upaya

pemberdayaan masyarakat, seperti : struktur

organisasi, rincian pembiayaan gard, foto dan lain-

lain.
8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis kualitatif, jadi setelah data terkumpul
selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa dengan
menggunakan —metode induksi. Metode induksi
digunakan dalam rangka memperolen gambaran detail
dari pembiayaan gqard dan upaya pemberdayaan
masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Alpansa
Klaten. , +Kemudian, ; ~peneliti+ /- simpulkan  dengan
menggunakan teori-teori yang sudah ditentukan.

G. Sistematika' Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini,
maka sistematika penelitian disusun sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan yang membahas
mengenai permasalahan tentang objek penelitian yang

menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
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tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il merupakan gambaran teori yang menjelaskan
secara teoritis tentang teori pembiayaan gard dan
pemberdayaan masyarakat.

Bab 111 merupakan profil tempat yang dijadikan objek
penelitian  yaitu  pemberdayaan  masyarakat —melalui
pembiayaan gard di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank
Wakaf Mikro Al-Muttagien Pancasila Sakti (LKMS BWM
Alpansa) Klaten.

Bab IV merupakan analisis dari pokok masalah
penelitian. Pada bab ini peneliti menganalisa pembiayaan
gard melalui upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan
masyarakat Pondok Pesantren Al-Muttagien Pancasila Sakti
(Alpansa) Klaten dengan menggunakan landasan teori yang
sudah ditentukan dan hasil penelitian yang didapatkan selama
penelitian.

Bab V merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian
penelitian, ini.—~Dalam- bab. ini -disajikan -kesimpulan yang
menjawab pokok-pokok permasalahan, serta saran-saran

terhadap persoalan yang berkaitan dengan topik penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan
melalui progam yang diinisiasi Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) bersama Lembaga Amil Zakat
Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNas BSM)
Umat dengan membuka akses modal dan
pendampingan berbasis kelompok yang menggunakan
sistem tanggung renteng. Progam tersebut ditujukan
untuk masyarakat miskin produktif yang tergabung
dalam Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren
Indonesia- (KUMPI) ~di ;sekitar ;Pondok Pesantren
Klaten . yang belum dilayani oleh aliran kredit
perbankan ~melalui , pendirian ; Lembaga Keuangan
Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Muttagien
Pancasila Sakti (LKMS BWM Alpansa) yang
berbadan hukum koperasi jasa.

LKMS BWM Alpansa memberikan fasilitas
penyediaan dana mulai dari Rp 1.000.000 sampai

Rp 3.000.000 bagi tiap nasabahnya dengan imbal
129



130

hasil rendah setara 3% pertahun dan tidak
mempersyaratkan agunan apapun. Sejauh ini
pelaksanaan penyaluran pembiayaan di lembaga
keuangan tersebut hanya terfokus menggunakan akad
gard dan belum sepenuhnya memenuhi indikator
keberhasilan pemberdayaan masyarakat, sebab dana
yang disalurkan ke nasabah bersifat terbatas.

Adapun  dari  total dana  modal kerja
Rp. 4.000.000.000,00.- yang bersumber dari hibah
para donatur, baru seperempat bagian saja yang dapat
aktif difungsikan sebagai pembiayaan bergulir,
sedangkan sisa dana Rp 3. 500.000.000,00.- lainnya
masih dalam status didepositokan di Bank Syariah
setempat yang imbal hasilnya dialokasikan untuk
menutup biaya operasional di LKMS BWM Alpansa
tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya bahwa dari
pihak » “LKMS . \BWM, | Alpansa.;sendiri  dapat
menggunakan akad-akad lain yang sifatnya lebih
berbentuk ~komersil agar. upaya pemberdayaan
masyarakat dapat dijangkau dan  dirasakan
kemanfaatannya oleh masyarakat luas.

. Adapun faktor pendukung dan penghambat
pembiayaan qard di LKMS BWM Alpansa adalah

sebagai berikut :
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a. Faktor Pendukung Pembiayaan Qard

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bukti dukungan pemerintah dalam mendorong
literasi dan inklusi dengan membuka akses
pembiayaan bagi masyarakat mikro;

Bentuk misi sosial LKMS BWM Alpansa dalam
mempermudah pengajuan dana talangan jangka
pendek;

Memberantas riba dan menjauhkan ikatan hutang
dengan rentenir;

Menyerap tenaga kerja, mengurangi jumlah
pengangguran  serta  dapat  meningkatkan
pendapatan masyarakat;

Memperkuat  ikatan - persaudaraan  karena
berlokasi ~dekat = dengan tempat tinggal
masyarakat;

Meningkatkan loyalitas antar nasabah melalui

sistem pembiayaan tanggung renteng.

b... Faktor. Penghambat Pembiayaan Qard

1)

2)

3)

Dana -perguliran ; pembiayaan- qard bersifat
terbatas;

Minimnya SDM yang mempunyai pengetahuan
dan keterampilan;

Pembiayaan tanpa didukung agunan berisiko
tinggi karena tidak ada jaminan yang dimiliki
LKMS BWM Alpansa apabila nasabah
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wanprestasi, sedangkan solusi sistem tanggung
renteng tidak sepenuhnya efektif;

4) Menjamurnya usaha sejenis yang kurang
diimbangi dengan inovasi usaha dari para
nasabah LKMS BWM Alpansa.

5) Waktu pelaksanaan Halmi yang kurang efektif
dan efisien.

6) Ada lembaga keuangan lain yang menawarkan
pinjaman melebihi batas maksimal yang dapat
diberikan LKMS BWM Alpansa.

B. Saran

1. Bagi nasabah sebaiknya dapat memanfaatkan
kepercayaan yang sudah diberikan dengan baik, yaitu
berkomitmen menjalani pembiayaan qard sesuai
prosedur yang ditentukan serta  berusaha
meningkatkan  kreativitas dan  inovasi terkait
usahanya agar dapat memperluas pangsa pasar.

2. Bagi LKMS BWM Alpansa perlu menggunakan
akad-akad -—lain yang: sifatnya; berbentuk komersil
serta menambah jalinan kerjasama dengan pihak luar
yang dapat memberikan dampak positif pada upaya
pemberdayaan masyarat di lingkungan pondok

pesantren tersebut.
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3. Bagi pemangku kebijakan dapat mengevalusi progam
upaya pemberdayaan masyarakat ini dan memberikan

solusi minim risiko dalam pemecahan masalahnya.
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